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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Manajemen

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu bahasa bisnis. Sebagai suatu bahasa bisnis, akuntansi merupakan alat untuk berpikir manajer dalam bisnis dan untuk mengkomunikasikan pikiran-pikiran bisnis manajer kepada bawahan dan atasannya, kepada manajer lain, dan kepada pihak luar.

Menurut Ahmed Riabi-Belkaoui yang diterjemahkan oleh Marwata dkk dalam bukunya yang berjudul Teori Akuntansi, menyatakan :

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomik untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh pengguna informasi.”

(2000:38)

Menurut Zaki Baridwan dalam bukunya yang berjudul Intermediate Accounting, menyatakan :

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.”

(2000:1)

Menurut Haryono Jusup dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Akuntansi, menyatakan bahwa akuntansi adalah:

“Akuntansi dapat ditinjau dari sudut pemakai dan kegiatan ditinjau dari sudut pemakaiannya. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.”

(2001:4)

Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa, akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi kekayaan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan.”

(2001:2)
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi, yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat suatu pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan yang ada dari suatu keadaan.

2.1.2 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu kegiatan bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia (staffing), pengarahan kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controling).

Menurut Umi Narimawati dalam bukunya yang berjudul Manajemen, menyatakan :

“Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.”

(2000:2)

Sedangkan menurut George R. Terry yang diterjemahkan oleh J.Smith dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Manajemen, mengemukakan manajemen sebagai berikut:

“Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

(2000:9)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa manajemen merupakan sebuah kegiatan, yang dilakukan oleh individu-individu yang bekerja sama untuk melakukan tindakan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, kepemimpinan dan pengawasan, dengan menggunakan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.1.3 Pengertian Akuntansi Manajemen

Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan-laporan sebagai satu satuan usaha untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

Menurut S.Munawir dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan dan Manajemen, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen adalah sebagai berikut:

“Akuntansi manajemen adalah proses dalam suatu organisasi untuk menghasilkan informasi untuk digunakan manajemen dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan aktivitas organisasi.”
(2002:287)

Menurut Halim dan Supomo dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen, menyatakan bahwa akuntansi manajemen adalah:

“Akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan (proses) yang menghasilkan informasi keuangan bagi manjemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen.”

(2000:3)

Sedangkan menurut Sunarto dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen, akuntansi manajemen adalah :

“Akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan yang terutama untuk memenuhi keperluan dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.”
(2004:2)


 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi manajemen dapat diartikan sebagai suatu  proses dalam dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan informasi yang bersifat keuangan dengan tujuan untuk memenuhi keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsinya, yaitu perencanaan, implementasi, dan pengawasan aktivitas organisasi.

2.1.4 Akuntansi Manajemen sebagai Tipe Akuntansi

Akuntansi merupakan proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi,  merupakan salah satu pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi.

Akuntansi manajemen merupakan salah satu tipe dari dua tipe akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kedua tipe akuntansi ini mempunyai karakteristik yang berlainan disebabkan oleh perbedaan pemakai informasi akuntansinya.

Menurut Sunarto dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen, mengungkapkan tentang perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan terutama untuk memenuhi keperluan manajemen puncak dan pihak luar organisasi, sedangkan akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan yang terutama untuk memenuhi keperluan dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.”
(2004:2)

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kedua tipe akuntansi tersebut mempunyai perbedaan dari keperluan dibuatnya informasi. Kedua pihak pemakai informasi yang dihasilkan oleh kedua tipe akuntansi tersebut mempunyai kebiasaan pengambilan keputusan yang berbeda. Perbedaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemakai informasi akan sangat menentukan setiap tipe akuntansi tersebut.

2.1.5 Akuntansi Manajemen sebagai Tipe Informasi

Manajemen memerlukan informasi, baik yang berupa informasi kuantitatif maupun non kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan selalu berupa pilihan alternatif, dan setiap pemilihan alternatif selalu mengandung ketidakpastian. Informasi berperan sebagai pengurang ketidakpastian, sehingga manajemen mampu menjatuhkan pilihan yang terbaik. 


Berdasarkan kepada siapa penyajian informasi keuangan lebih dititikberatkan, Halim dan Supomo dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen, menyatakan bahwa:

“Akuntansi dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu akuntansi manajemen yang menyajikan informasi untuk pihak internal perusahaan; dan informasi akuntansi keuangan yang menyajikan informasi keuangan untuk pihak eksternal perusahaan.”

(2001:3)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa akuntansi dapat dikelompokan menjadi dua yaitu akuntansi manajemen yang menyajikan informasi untuk pihak internal perusahaan, seperti untuk keperluan dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi dan informasi akuntansi keuangan yang menyajikan informasi keuangan untuk pihak eksternal perusahaan.

Informasi akuntansi manajemen diperlukan oleh manajemen berbagai jenjang organisasi, untuk menyusun rencana aktivitas perusahaan di masa yang akan datang, seperti perencanaan dan pengendalian. Informasi akuntansi manajemen ini dihasilkan oleh sistem pengolahan informasi keuangan yang disebut akuntansi manajemen.

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa, terdapat tiga tipe informasi akuntansi manajemen yaitu:

“1.
Informasi Akuntansi Penuh (Full Accounting Information)

  2.
Informasi Akuntansi Diferensial (Differential Acconting Information)

  3.
Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban (Responsibility Accounting Information).”
(2001:17)
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat tiga tipe informasi akuntansi manajemen, yaitu informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informasi Akuntansi Penuh

Informasi akuntansi penuh mencakup informasi aktiva, pendapatan dan atau biaya. Informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi yang akan datang. Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa lalu bermanfaat untuk pelaporan informasi keuangan kepada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan, analisis kemampuan untuk menghasilkan laba, dan penentuan harga jual dan cost-type contract. Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, dan penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Informasi Akuntansi Diferensial

Informasi akuntansi diferensial mencakup informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dan diperkirakan akan berbeda untuk setiap alternatif. Informasi akuntansi diferensial bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan suatu alternatif tindakan dari berbagai alternatif tindakan yang sedang dipertimbangkan.

3. Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen karena informasi tersebut menekan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan dasar untuk menganalisis kinerja manajer dan sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam pelaksanaan rencana yang tertuang dalam anggaran.

2.2 Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban 
2.2.1 Pengertian Informasi

Informasi adalah ‘motor’ yang membuat manajemen berjalan. Tanpa aliran informasi yang baik, pemimpin perusahaan akan tidak berdaya dalam melakukan suatu tindakan baik dalam rangka pemecahan masalah maupun pencapaian tujuan perusahaan.


Menurut Sunarto dalam buku yang berjudul Akuntansi Manajemen, informasi adalah sebagai berikut:

“Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain, yang menambah pengetahuan.”
(2004:10)

Sedangkan menurut James A. Hall yang diterjemahkan oleh Thomson Learning dalam buku Sistem Informasi Akuntansi, informasi sebagai berikut:

“Informasi adalah salah satu sumber daya bisnis.”

(2001:4)

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Informasi merupakan suatu fakta, data pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain yang dapat menambah pengetahuan yang merupakan salah satu sumber daya bisnis. Informasi yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi sipenerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan, dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.

Informasi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: informasi kualitatif dan informasi kuantitatif. Informasi kualitatif yaitu informasi berdasarkan nilai mutu sedangkan informasi kuantitatif yaitu informasi berdasarkan angka, jumlah dan ukuran. Salah satu bentuk dari informasi kuantitatif adalah informasi akuntansi manajemen karena informasi ini menggunakan satuan uang sebagai ukurannya. 



Menurut James A. Hall yang diterjemahkan oleh Thomson Learning dalam buku Sistem Informasi Akuntansi, mengemukakan bahwa sifat dari informasi adalah:

“1.
Relevansi, hubungan informasi dengan situasi keputusan, dan juga dengan tujuan perusahaan.

  2.
Kuantifiabilitas (dapat dikuantifikasikan), tingkat kemampuan pemberian nilai numerik terhadap informasi.

  3.
Kecermatan (accuracy), keterandalan dan ketepatan informasi.

  4.
Kepadatan (consiseness), tingkat penggabungan atau pengikhtisaran informasi.

  5.
Ketepatan waktu, kekinian informasi.

  6.
Lingkup, jangka yang diliput oleh informasi.”

(2000:218)


Adapun penjelasan dari pernyataan di atas, adalah sebagai berikut:
1. Relevansi, hubungan informasi dengan situasi keputusan, dan juga dengan tujuan perusahaan. Relevansi berkaitan dengan tujuan-tujuan perusahaan dan tergantung pada penggunaan yang memerlukan informasi tersebut. Jadi, relevansi merupakan suatu kriteria mendasar yang menentukan kegunaan sifat-sifat lain dari informasi.
2. Kuantifiabilitas (dapat dikuantifikasikan), merupakan sifat yang memberikan nilai-nilai numerik pada peristiwa atau obyek. Kuantifikasi biasa digunakan dalam proses pengukuran yang terdiri dari empat langkah: (1) penentuan apa yang akan di ukur, (2) pemilihan skala pengukuran yang cocok, (3) pemastian keadaan suatu peristiwa atau obyek, dan (4) penggunaan ukuran yang dihasilkan.
3. Kecermatan (accuracy), keterandalan dan ketepatan informasi. Informasi yang bebas dari kesalahan dan seksama (tepat) disebut akurat (cermat). Informasi lebih bermanfaat bagi para manajer, jika informasi itu setia pada kecermatannya (yaitu, kualitasnya).
4. Kepadatan (consiseness), tingkat penggabungan atau pengikhtisaran informasi. Kepadatan dapat dicapai dengan berbagai metode. Salah satu metode memakai penggunaan perkiraan ikhtisar di dalam kerangka siklus akuntansi. Metode ini mengarah pada penyusunan laporan keuangan dan lampiran ikhtisarnya. Metode lain menggunakan tingkat-tingkat manajerial di dalam struktur organisasi sebagai suatu mekanisme pengikhtisaran.
5. Ketepatan waktu atau kekinian informasi, mempunyai dua segi yang berkaitan dengan frekuensi dan keterlambatan. Frekuensi menunjukan seberapa sering informasi dimutakhirkan dan diukur selama interval waktu antara dua laporan berturut-turut untuk informasi yang serupa. Keterlambatan (delay) adalah lamanya waktu yang berlalu setelah suatu peristiwa terjadi sampai informasi yang bersangkutan sapai pada pemakai.
6. Lingkup, yaitu jangka yang diliput oleh informasi. Sejauh mana infomasi tersebut dapat bermanfaat bagi pemakainya.
2.2.2  Pengertian Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban
Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen, mengemukakan pengertian informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut :

“Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, pendapatan dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu”.

(2001; 166)
Menurut Bambang Hariadi dalam buku Akuntansi Manajemen, pengertian Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :
“Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban adalah informasi tentang biaya, penghasilan dan aktiva yang menjadi wewenang dan tanggung jawab unit-unit organisasi yang ada dalam perusahaan yang disebut pusat-pusat pertanggungjawaban.”

(2002:40)

Menurut Halim dan Supomo dalam buku Akuntansi Manajemen, Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban adalah :

“Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan Informasi mengenai masalah pendapatan, biaya dan aktiva yang dihubungkan dengan pusat pertanggungjawaban tertentu”
(2000:8)
Berdasarkan ketiga pendapat diatas dapat diketahui bahwa, informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan/ biaya dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab.
2.2.3 Manfaat Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban

Manfaat akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang akan datang untuk menyususun anggaran sedangkan manfaat berdasarkan informasi masa lalu adalah sebagai penilai prestasi kerja manajer pusat pertanggungjawaban dan pemotivasi manajer.

Manfaat akuntansi pertanggungjawaban menurut informasi masa lalu menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen, adalah sebagai berikut :
“1. Sebagai dasar penyusunan anggaran

  2. Sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban

  3. Sebagai pemotivasi kerja manajer.”

(2001:174)

Adapaun penjelasan dari kutipan diatas adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan anggaran

Pada dasarnya merupakan proses penetapan peran (role setting) dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan untuk memungkinkan manajer berperan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan tersebut diukur dengan satuan moneter standar yang berupa informasi akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika bersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur berbagai sumber daya yang disediakan bagi setiap manajer yang berperan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran. Dengan demikian, anggaran berisi informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur nilai sumber daya yang disediakan selama tahun anggaran bagi manajer yang diberi peran untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran, informasi akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagi alat pengirim peran (role sending device) kepada manajer yang diberi peran dalam pencapaian tujuan perusahaan.
2. Sebagai Penilai Kinerja manajer pusat pertanggungjawaban

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan informsi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk merencanakan biaya yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab. Dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor (score) yang dibuat oleh setiap manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan peran manajer tersebut dalam pencapaian tujuan perusahaan.

3. Sebagai pemotivasi kerja manajer

Motivasi adalah proses prakarsa dilakukannya suatu tindakan secara sadar dan bertujuan. Pemotivasi adalah sesuatu yang digunakan untuk mendorong timbulnya prakarsa seseorang untuk melakukan tindakan secara sadar dan bertujuan. Orang akan memiliki motivasi untuk berusaha jika ia memiliki nilai penghargaan yang tinggi atau jika ia berkeyakinan bahwa suatu kinerja akan diberi penghargaan adalah tinggi.
Menurut Bambang Hariadi dalam buku Akuntansi Manajemen, manfaat dari informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah :

“Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat untuk penyusunan analisa kinerja dan pelaporan, sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran.”
(2002:41)

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi pertanggungjawaban mempunyai dua manfaat yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai untuk penyusunan analisis kinerja dan pelaporan suatu pusat pertanggungjawaban dan yang berupa informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggran suatu pusat pertanggungjawaban.
2.2.4 Syarat-syarat penerapan informasi akuntansi pertanggungjawaban

Syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan informasi akuntansi pertanggungjawaban sangat ditekankan tanggung jawab yang jelas bagi tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Dengan adanya tanggung jawab yang jelas kita dapat menilai baik buruknya kinerja dan efektivitas serta efisien tidaknya masing-masing unit pertanggungjawaban, karena itu garis wewenang dan tanggung jawab harus ditetapkan secara jelas dan tegas agar masing-masing individu mengetahui wewenang dan kewajibannya.

Menurut Bambang Hariadi dalam buku Akuntansi Manajemen, syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah :

“1.
Struktur Organisasi sebagai pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban

  2. Penetapan anggaran dan standar
  3. Pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali

  4. Laporan pertanggungjawaban.”
(2002:264)

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen, mengemukakan syarat penerapan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut :
“1. Adanya struktur organisasi 

  2. Penyusunan anggaran

  3. Penggolongan biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan

  4. Laporan pertanggungjawaban.”

(2001:191)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diuraikan bahwa untuk dapat mengaplikasikan sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban yang baik harus diperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Adanya struktur organisasi
Menurut Wursanto dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Organisasi, mengemukakan sebagai berikut :
“Struktur organisasi adalah hasil dari proses yang ditempuh oleh para manajer untuk memecahkan empat bagian perusahaan yang terdiri dari pembagian pekerjaan, departementalisasi, rentangan kendali dan delegasi.“

(2003:307)

Dalam struktur organisasi ditetapkan ruanglingkup wewenang. Individu hanya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi wewenangnya dan mengetahui kepada siapa yang harus bertanggung jawab. Struktur organisasi akan nampak lebih tegas apabila dituangkan di dalam bagan organisasi.
Menurut Bambang Hariadi dalam buku Akuntansi Manajemen, mengemukakan sebagai berikut :

“Struktur Organisasi memberikan peluang untuk menjalankan otonomi atau desentralisasi sehingga manajer pusat-pusat pertanggungjawaban dapat bertindak dan bertanggung jawab atas tindakkannya sendiri.”
(2002:266)

Dari pengertian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban menganggap bahwa pengandalian organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hirarki wewenang dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi, manajemen melaksanakan tugas khusus kepada manajemen yang lebih bawah, agar dapat dicapai pembagian kerja yang bermanfaat. Struktur organisasi harus dianalisis mengenai kemungkinan adanya kelemahan dalam delegasi wewenang yang terdapat di dalamnya. Jaringan pusat pertanggungjawaban dapat menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan organisasi, jika struktur organisasi yang melandasinya disusun secara rasional.

2. Penyusunan anggaran
Menurut R.A Supriono dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen, pengertian anggaran adalah :
“Anggaran adalah rencana sistematis dan terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, dalam jangka waktu tertentu.”
(2000:5)

Menurut Komaruddin Ahmad dalam buku Akuntansi Manajemen, pengertian anggaran adalah :

“Rencana tindakan dalam satuan uang untuk satu periode tertentu, biasanya satu tahun.”

(2005:179)

Berdasrkan pengertian ditas dapat disimpulkan, bahwa anggran merupakan rencana yang terinci dan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk satuan uang dan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran tentu saja memiliki fungsi dan tujuan bagi organisasi yang menerapkannya. Anggaran biasanya digunakan untuk menentukan arah rencana kerja jangka pendek, yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang.

Menurut Mulyadi dalan buku Akuntansi Manajemen, fungsi anggaran adalah sebagai berikut :
“1.
Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.

  2.
Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang

  3.
Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas

  4.
Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya

  5.
Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan 

  6.
Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.”

(2001:502)
Berdasarkan uraian diatas secara umum fungsi dari penyusunan anggaran adalah komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi juga merupakan tolak ukur untuk kemudian dibandingkan dengan realisasinya sebagai salah satu alat pengendalian agar kinerja manajer semakin efektik dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Penggolongan biaya terkendali dan tidak terkendali

Biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu sebagai akibat dari keputusan manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Dengan demikian dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban, harus dipisahkan antara biaya-biaya yang terkendalikan dan tidak terkendalikan.

Menurut Komaruddin Ahmad  dalam buku Akuntansi Manajemen, Biaya terkendali adalah :

“Biaya yang pada timgkat manajemen tertentu atau yang secara langsung dapat dipengaruhi manajer tertentu.”

(2005:36)

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen, biaya terkendali adalah :
“Biaya tersebut dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan.”

(2001:169)
Kesimpulan dari pernyataan diatas, biaya yang terkendali adalah biaya yang dialokasikan dalam suatu pusat pertanggungjawaban dimana biaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada manajer yang bersangkutan, karena biaya tersebutmerupakan kendalinya.

Menurut Komaruddin Ahmad dalam buku Akuntansi Manajemen, biaya tidak terkendali adalah :

“Biaya yang bukan tanggung jawab dan tidak dapat dipengaruhi pusat (center) tertentu.”

(2005:36)

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen, biaya tidak terkendali adalah :

“Biaya yang dialokasikan kepada suatu pusat pertanggungjawaban dengan dasar yang sembarang, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan, biaya tersebut merupakan biaya tidak terkendalikan bagi manajer tersebut.”

(2001:169)
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya tidak terkendalikan merupakan biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban dimana biaya tersebut dialokasikan kepada pusat pertanggungjawaban tersebut dengan dasar yang sembarang sehingga manajer yang bersangkutan dengan pusat pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya biaya tersebut.
4. Laporan pertanggungjawaban
Menurut Bambang Hariadi dalam buku Akuntansi Manajemen, mengemukakan sebagai berikut :

“Laporan Pertanggungjawaban diperlukan untuk dapat memantau kinerja masing-masing pusat pertanggungjawaban.”

(2002:265)

Akuntansi pertanggungjawaban mrupakan suatu program yang melibatkan semua manajemen operasi dengan dibantu oleh divisi akuntansi, biaya atau anggaran yang menyediakan laporan dalam bentuk harian, mingguan atau bulanan. Pelaporan pertanggungjawaban mencakup fase pelaporan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Bahkan umumnya istilah akuntansi pertanggungjawaban dan pelaporan pertanggungjawaban dianggap sama maknanya. Terjadi penyimpangan dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban umumnya disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban untuk periode tertentu. 

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen, menyatakan bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban biaya disajikanuntuk memungkinkan setiap manajer melakukan pengelolaan biaya (cost management).”

(2001:193)
Hal tersebut berarti berdasarkan perbandingan biaya di  yang direalisasikan dengan biaya yang dianggarkan yang dihubungkan dengan wewenang manajer atas biaya tersebut, para manajer memiliki dasar untuk memantau pelaksanaan anggaran mereka masing-masing.

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen, penyusunan laporan pertanggungjawaban biaya disusun dengan dasar-dasar berikut ini :

“1. Jenjang terbawah yang diberi laporan ini adalah tingkat manajer bagian.

  2.
Manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban biaya yang berisi rincian realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran biaya yang disusunnya.

  3.
Manajer jenjang di atasnya diberi laporan mengenai biaya pusat pertanggungjawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh manajer-manajer yang berada di bawah wewenangnya, yang disajikan dalam bentuk perbandingan dengan anggaran biaya yang disusun oleh masing-masing manajer yang bersangkutan.

  4.
Semakin ke atas, laporan pertanggungjawaban biaya disajikan semakin ringkas.”

(2001:194)

Berdasarkan uraian diatas, laporan pertanggungjawaban biaya dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tiap manajer berbagai jenjang organisasi. Manajer dari jenjang terbawah hingga jenjang teratas berperan dalm penyusunan laporan pertanggungjawaban biaya. Manajer jenjang terbawah diberikan laporan yang berisi rincian realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran biaya yang telah disusunnya, sedangkan manajer jenjang diatasnya diberi laporan mengenai biaya pusat pertanggungjawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh manajer-manajer yang berada dibawah wewenagnya.
Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan keluaran sistem akuntansi pertanggungjawabanyang menghubungkan informasi akuntansi manajemen dengan wewenang yang dimiliki manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu.
2.3 Pusat pertanggungjawaban

Suatu organisasi biasanya terbagi menjadi unit-unit tertentu, yang memiliki tugas dan tanggungjawab berbeda dalam mencapai tujuan organisasinya. Pembagian unit-unit yang dipimpin oleh seorang yang bertanggungjawab terhadap unit yang dipimpinnya sangat diperlukan dalam mendukung tujuan suatu organisasi.

2.3.1 Pengertian pusat pertanggungjawaban
Sebuah unit atau bagian dalam perusahaan dapat dikategorikan sebagai pusat pertanggungjawaban bila unit tersebut mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga dapat diukur kinerja manajer dari unit organisasi tersebut.
Menurut L.M Samryn dalam bukunya Akuntansi Manajerial Suatu Pengantar :
“Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya biaya, perolehan pendapatan, atau penggunaan dana investasi”.

(2001:259)

Sedangkan menurut Robert N Anthony yang diterjemahkan oleh Kurniawan Tjakrawala dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen, Pusat Pertanggungjawaban adalah :

“Merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan.”
(2001:112)

Dari pengertian pusat pertanggungjawaban yang telah diuraikan, dapat diartikan bahwa pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat pertanggungjawaban tersebut.

2.3.2 Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban

Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengelola masukan menjadi keluaran. Masukan suatu pusat pertanggungjawaban yang diukur dalam satuan uang disebut dengan biaya. Sedangkan keluaran suatu pusat pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam satuan uang disebut pendapatan. Hubungan antara masukan dan keluaran dapat menjelaskan mengenai efisiensi dan efektivitas suatu pusat pertanggungjawaban.

Efisiensi mengacu pada seberapa besar pengorbanan sumber daya yang dikeluarkan dibanding hasil yang diperoleh. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat dikatakan lebih efisien bila menggunakan jumlah output yang sama dengan pusat pertanggungjawaban yang lain atau menggunakan jumlah input yang sama dengan pusat pertanggungjawaban yang lain tapi menghasilkan jumlah keluaran yang lebih besar. Sedangkan efektivitas mengacu pada sampai sejauh mana hasil atau output yang diperoleh menemui sasarannya. Semakin dekat keluaran yang dihasilkan terhadap sasaran yang diterapkan maka semakin efektif suatu pusat pertanggungjawaban.
Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, laporan prestasi disiapkan untuk setiap segmen. Segmen dapat berupa departemen, bagian-bagian yang lebih kecil dari departemen, atau sekelompok departemen yang beroperasi di bawah kendali dan wewenang seorang manajer yang bertanggung jawab. Setiap unit organisasi yang disiapkan laporan prestasinya disebut pusat pertanggungjawaban. Ada beberapa pengertian tentang pusat pertanggungjawaban diantaranya :
Menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen, berdasarkan karakteristik masukan dan keluarannya dan hubungan diantara keduanya, pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi empat macam :
“1. Pusat Biaya : pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur prestasinya atas dasar biayanya (nilai masukannya)
  2. Pusat Pendapatan : pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut
  3. Pusat Laba : pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut
  4. Pusat Investasi : pusat laba yang manajernya diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan.”

(2001:425)


Menurut Slamet Sugiri dalam buku Akuntansi Manajemen, Pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan sebagai berikut :

“1.
Pusat biaya (cost center) secara finansial hanya bertanggung-jawab       atas terjadinya biaya.

 2.
Pusat pendapatan (revenue center) bertanggungjawab atas timbulnya pendapatan, baik dari penjualan barang dagang, dari barang jadi, maupun jasa.
 3. Pusat laba (profit center) bertanggungjawab terhadap laba, yaitu selisih antara pendapatan dan laba.

 4.
Pusat investasi (Investment center) bertanggungjawab terhadap hubungan antara laba dan seluruh investasi.”

(2005:151)

Menurut Welsch, Hilton, Gordon yang diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudi Warau dalam buku Anggaran Perencanaan dan Pengendalian, Pusat Pertanggungjawaban diklasifikasikan menurut ukuran tanggung jawabnya menjadi :

“1.
Pusat Biaya : suatu pusat tanggung-jawab dimana manajer    bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang terjadi di unit tersebut dan tidak bertanggungjawab, dari segi keuangan, untuk laba atau investasi dari unitnya. Tingkatan manajer yang lebih rendah dengan tanggung jawab yang lebih rendah pula biasanya cenderung merupakan pusat biaya.

 2. 
Pusat Pendapatan : suatu pusat tanggung-jawab dimana manajer bertanggung-jawab untuk mengendalikan pendapatan. daerah penjualan sering dikategorikan sebagai pusat pendapatan.

 3. Pusat Laba : suatu pusat tanggung-jawab dimana manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan pendapatan, biaya dan laba yang terjadi di unit tersebut. Perencanaan dan pengendalian memfokuskan dari laba dari pusat ini.

 4. Pusat Investasi  : suatu pusat tanggung jawab yang satu tingkat lebih tinggi dari pusat laba. Dalam suatu investasi, manajer bertanggung jawab terhadap biaya, pendapatan, laba dan jumlah sumber daya yang diinvestasikan dalam harta yang digunakan oleh pusat tadi. Perencanaan dan pengendalian investasi yang dihasilkan oleh pusat tanggung jawab tersebut.”

(2000:41)

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui unit atau pusat pertanggungjawaban dari suatu perusahaan yang dikelola dengan baik, sesuai dengan rencana yang dilihat dari suatu dimensi waktu, rencana proyek, rencana strategis jangka panjang dan rencana taktis jangka pendek disusun berdasarkan wewenang maka akan mencapai suatu tujuan perusahaan.

2.3.2.1 Pusat Pertanggungjawaban Biaya
Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban terdapat empat jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba dan pusat investasi. Sesuai dengan judul yang sedang penulis teliti, maka akan dijelaskan mengenai pusat pertanggungjawaban biaya.
2.3.2.1.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban Biaya

Menurut Bambang Hariadi dalam buku Akuntansi Manajemen, pusat biaya yaitu :

“Suatu segmen atau bagian dalam organisasi dimana manajernya bertanggung jawab atas biaya yang terjadi dalam segmen tersebut.”
(2002:268)
Menurut Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Ancella A Hermawan dalam bukunya Akuntansi Manajemen :

“Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab penuh hanya terhadap biaya.”

(2000:63)

Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang mengelola masukan dan menghasilkan keluaran, tetapi keluaran yang dihasilkan tidak digunakan sebagai dasar ukuran prestasi manajernya. Hal tersebut dikarenakan, keluaran pusat biaya sulit diukur dengan satuan uang, keluaran pusat biaya dapat diukur dengan satuan uang, tetapi keluaran tidak dapat dipengaruhi (dikendalikan) oleh manajer pusat pertanggungjawaban.

Untuk lebih memahami perbedaan antara pusat biaya teknik atau pusat biaya terukur dengan pusat biaya kebijakan atau pusat biaya tidak terukur uraiannya sebagai berikut :

Menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen berdasarkan karakteristik hubungan dan masukan dengan keluarannya, pusat biaya dibedakan menjadi dua yaitu :

“1.
Pusat biaya teknik (engineered expense center) adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya mempunyai hubungan nyata dan erat dengan keluarannya.

2.
Pusat biaya kebijakan (discretionary expense center) adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan dengan keluarannya.”

(2001:426)

Menurut R.A Supriono dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen, Pusat biaya teknik adalah :
“Pusat biaya sebagian besar biasanya adalah biaya teknik sehingga biaya yang harus terjadi dapat ditentukan secara teliti (relatif dan tepat waktu) dalam ukuran biaya standar. Biaya teknis adalah biaya yang mempunyai hubungan fisik optimal atau relatif dan nyata dengan keluarannya.”

(2000:236-237)

Manajer pusat biaya teknik bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas pusat biaya yang dipimpinnya, contoh pusat biaya teknik adalah departemen produksi. Efisiensi pusat biaya teknik dinilai atas dasar hubungan antara masukan dengan keluarannya. Alat penilai efisiensi pusat biaya teknik adalah biaya standar.

Nilai yang sesungguhnya terjadi pada pusat biaya ini dibandingkan dengan pusat biaya standarnya. Kemudian dianalisis penyimpangan yang terjadi. Efektivitas biaya teknik dinilai atas dasar kemampuan pusat biaya tersebut dalam pencapaian volume produksi yang diharapkan pada tingkat kualitas dengan waktu tertentu.

Menurut R.A Supriono dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen, Pusat biaya kebijakan adalah :

“Pusat biaya yang sebagian besar biayanya adalah biaya kebijakan, biaya kebijakan adalah biaya yang terjadi dan variabilitasnya ditentukan besarnya kebijakan manajemen, biaya kebijakan tidak mempunyai hubungan fisik secara optimal (erat dan nyata) dengan keluarannya.”

(2000:236-237)
Keluaran pusat biaya kebijakan tidak dapat atau sulit diukur secara kuantitatif atau tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan masukannya. Pusat biaya kebijakan tidak dapat dinilai efisiensinya karena keluaran yang dihasilkan sulit diukur dan tidak dapat dibandingkan dengan masukannya. Departemen akuntansi dan departemen personalia adalah contoh pusat biaya yang keluarannya sulit untuk diukur secara kuantitatif.
Menurut R.A Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen, terdapat beberapa jenis pusat biaya kebijakan yang umumnya ada pada suatu organisasi, yaitu :
“1. Pusat Administrasi

  2. Pusat Penelitian dan Pengembangan

  3. Pusar Pemasaran.”

(2000:345)

Adapun penjelasan dari ketiga pusat biaya kebijakan adalah sebagai berikut :
1. Pusat Administrasi

Pusat administrasi dan umum berfungsi sebagai penentu strategi dan kebijakan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian kegiatan organisasi atau unit organisasi. Contohnya departemen keuangan, departemen personalia, departemen hukum, departemen hubungan masyarakat. Keluaran pusat administrasi umumnya berupa jasa dan nasihat yang bermanfaat bagi organisasi. Manajer pusat administrasi biasanya menggunakan laporan bulanan yang membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan anggarannya.

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Keluaran Pusat penelitian dan pengembangan antara lain berupa produk baru, paten, proses baru. Meskipun keluarannya lebih berwujud, namun keluaran ini sulit diukur karena keluarannya tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan masukannya. Keluarannya kemungkinan memerlukan waktu bertahun-tahun. Nilai keluarannya seringkali sulit ditentukan. Prestasi manajer pusat penelitian dan pengembangan diukur setiap bulan atau kuartal melalui laporan bulanan atau kuartalan. Laporan tersebut menyajikan perbandingan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan menurut pusat pertanggungjawaban dan menurut proyek.
3. Pusat Pemasaran

Pusat pemasaran merupakan pusat pendapatan dan sekaligus pusat beban yang aktivitas-aktivitasnya mencakup aktivitas untuk memperoleh pesanan konsumen dan aktivitas untuk melayani konsumen. Sebagai pusat pendapatan, manajernya bertanggungjawab terhadap aktivitasnya dan prestasinya diukur atas dasar pendapatan yang dicapai oleh pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Sebagai pusat beban, pusat pemasaran sebagai salah satu pusat beban kebijakan yang mempunyai karakteristik pengendalian yang berbeda dibandingkan dengan pusat beban kebijakan lainnya. Dalam kegiatan untuk memperoleh pesanan, pengendalian terhadap kegiatan ini mempunyai karakteristik yaitu keluarannya dapat diukur secara kuantitatif namun sulit diukur efektivitasnya karena kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Pusat biaya kebijakan walaupun dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab, tetap saja ada biaya-biaya yang dikeluarkan namun tidak dapat dikendalikan dan dimintai pertanggungjawabannya kepada manajer tersebut. Untuk itu dalam pusat biaya kebijakan terdapat pembagian biaya, yaitu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.
2.3.2.1.2 Tujuan Pusat Pertanggungjawaban Biaya
Menurut Bambang Hariadi dalam buku Akuntansi Manajemen, tujuan pusat pertanggungjawaban biaya adalah :

“Pusat pertanggungjawaban biaya memfokuskan terhadap pengendalian manajemen khususnya pengendalian biaya.”
(2002:340)

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen, tujuan pusat pertanggungjawaban biaya adalah :

“Pusat Biaya merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang memfokuskan pengendalian terhadap konsumsi sumber daya (biaya).”
(2001:165)

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembentukan pusat pertanggungjawaban biaya adalah dapat mengendalikan biaya yang terjadi di dalam perusahaan yang menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban.
Tujuan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk menghasilkan masukan dan menghasilkan keluaran, tetapi keluaran yang dihasilkan tidak digunakan sebagai dasar ukuran prestasi manajernya. Hal ini disebabkan karena kemungkinan keluaran pusat pertanggungjawaban biaya tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas keluaran pusat pertanggungjawaban biaya tersebut.
2.4 Kinerja
Ketetapan, ketelitian dalam bekerja sangat penting agar apa yang diinginkan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Manajer diberi wewenang untuk mengendalikan dan merealisasikan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya.

2.4.1 Pengertian Penilaian Kinerja

Pada dasarnya kinerja dilakukan untuk menilai prilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian kinerja perlu dilakukan perusahaan untuk menilai apakah pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anggota perusahaan telah sesuai dengan tujuan perusahaan.
Menurut Edy Sukarno dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen, kinerja adalah:

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”.
(2000:111)
Sedangkan menurut Mulyadi dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen, Penilaian Kinerja adalah:

“Penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya, berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”.
(2001:415)
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan atau program kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi perusahaan.

Dengan demikian penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan. Dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, karena organisasi pada dasarnya merupakan penilaian atau prilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka jalankan dalam organisasi.
Berhubungan dengan prilaku manusia tersebut, penilaian kinerja pusat merupakan sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa setiap orang pada tiap tingkatan mengerjakan tugas-tugas menurut cara yang digunakan atasannya. Dengan demikian atasan setiap tingkatan akan berusaha memperbaiki tingkat kinerja mereka dengan cara memakai pekerjaan bawahannya hal ini berarti untuk mengolah suatu penilaian kinerja yang baik.
 Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dilakukan pendefinisian terhadap jembatan pekerjaan atau tugas karena hal tersebut menyangkut tanggung-jawab, hasil, dan sasaran suatu jembatan.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Tujuan pokok penilaian Kinerja Manajer adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran dan mematuhi standar prilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar membuahkan tindakan-tindakan dan hasil yang tepat, standar prilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen, secara umum tujuan suatu perusahaan mengadakan evaluasi kerja sebagai berikut:
“1. Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atas perusahaan secara keseluruhan atau atas kontribusi masing-masing sub-sub dan suatu divisi (evaluasi ekonomis atau evaluasi segmen). 

 2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kerja masing-masing manajer divisi (evaluasi manajerial)

 3. Memotivasi para manajer divisi supaya konsisten mengoperasi divisinya sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi)”.
(2001:416)
Disamping tujuan-tujuan diatas, menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen, penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen untuk:
“1.
Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.

  2.
Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan dan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
  3.
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.

  4.
Mengadakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka, menilai kinerja mereka.

  5.
Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan”.

(2001:416)

Dari pernyataan tujuan dan manfaat penilaian kinerja dapat disimpulkan untuk mengevaluasi keseluruhan sub-sub dan divisi, dan manfaat bagi manajemen membantu pengambilan keputusan, menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program.

2.4.3 Tahap Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan prilaku yang tidak semestinya dan merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intristik maupun ekstrinsik

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen. Tahap penilaian kinerja adalah :
“Tahap penilaian :

1. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. 
Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang telah ditetapkan dalam standar.

3. 
Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan”.
(2001:291)
Tahap penilaian yang dilaksanakan perusahaan dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja manajer yang bertanggungjawab terhadap pusat pertanggungjawabannya masing-masing. Berikut ini uraian dari tahap penilaian :
1. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam evaluasi kinerja, hasil pengukuran kinerja secara periodik kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang telah ditetapkan diumpanbalikkan dalam laporan kinerja kepada manajer yang bertanggung jawab untuk efisiensi dan efektivitas kinerjanya.
2. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar.
Penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang ditetapkan perlu dianalisis untuk menentukan penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, dan dapat direncanakan tindakan untuk mengatasinya. Baik penyimpangan yang merugikan maupun yang menguntungkan memerlukan perhatian, analisis, dan penafsiran dari manajemen. Masalah yang kemungkinan timbul dalam menentukan penyebab penyimpangan adalah manajer dan bawahannya tidak bekerja sama dalam penyelidikan. Untuk membentuk perilaku yang fungsional dalam proses penentuan penyebab terjadinya penyimpangan, harus diselenggarakan rapat untuk berbagai jenjang manajer. Rapat tersebut harus merupakan forum pembicaraan pemecahan bersama masalah-masalah yang timbul akibat penyimpangan dan mendorong partisipasi aktif setiap peserta yang hadir untuk memecahkan masalah.
3. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.
Tahap akhir penilaian kinerja adalah koreksi untuk menegakkan perilaku yang diinginkan dan mencegah terulangnya perilaku yang tidak diinginkan. Penilaian kinerja ditujukan untuk menegakkan perilaku tertentu di dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Perilaku merupakan tindakan orang untuk memproduksi hasil. Hasil merupakan petunjuk efektivitas kinerja. Organisasi harus melakukan evaluasi atas keduanya, perilaku dan hasil yang dicapai dari perilaku tersebut.

2.5 Peranan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Manajer Pusat Biaya

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen, menyatakan sebagai berikut :
“Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah biaya. Banyak masalah yang timbul dalam pengukuran biaya sebagai ukuran kinerja, karena tidak ada biaya yang seratus persen dapat dikendalikan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk mengendalikan pusat biaya. Masalah yang timbul dalam penggunaan biaya sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah :

a. Masalah perilaku biaya

b. Masalah hubungan biaya dengan pusat biaya

c. Masalah jangka waktu

d. Masalah tanggung jawab ganda.”

(2001:436)
Adapun penjelasan dari keempat masalah yang timbul dalam penggunaan biaya sebagai ukuran manajer pusat biaya adalah sebagai berikut :
1. Masalah Perilaku Biaya
Dalam pengukuran kinerja pusat biaya, biaya variabel maupun biaya tetap yang diperhitungkan sebagai ukuran kinerja harus berupa biaya terkendalikan oleh manajer pusat biaya tersebut. Biaya terkendalikan adalah biaya variabel dan biaya tetap yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer dengan wewenang yang dimilikinya.
2. Masalah hubungan biaya dengan pusat biaya

Dalam hubungannya dengan pusat biaya, biaya dibagi menjadi dua yaitu : biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang manfaatnya dinikmati oleh pusat biaya tertentu. Biaya tidak langsung adalah biaya yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu pusat biaya. Dalam pengukuran kinerja pusat biaya, biaya langsung dan biaya tidak langsung yang diperhitungkan sebagai ukuran kinerja harus berupa biaya terkendalikan oleh manajer pusat biaya tersebut.
3. Masalah jangka waktu

Semua biaya pada dasarnya dapat dikendalikan oleh manajer tertentu dalam organisasi perusahaan dalam jangka panjang. Namun, perlu disadari bahwa ada beberapa biaya yang memiliki tingkat terkendalikan untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Masalah tanggungjawab ganda

Jika suatu biaya di bawah wewenang lebih dari satu manajer pusat biaya, timbul masalah siapa yang mempertanggungjawabkan biaya tersebut. Biaya yang berada di bawah wewenang lebih dari satu manajer pusat biaya digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing manajer pusat biaya yang terkait. Manajer pusat biaya penghasil jasa bertanggung jawab atas dihasilkannya jasa dengan biaya minimum, sedangkan manajer pusat biaya pemakai bertanggung jawab dalam meminimumkan penggunaan jasa pusat biaya penghasil jasa.
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